KISI-KISI LAPORAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2016
Dalam tata kelola keuangan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, perlakuan Pelaporan Administrasi Keuangan untuk Hibah Penelitian maupun Pengabdian akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 

A. KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti

2. Tahapan, proporsi dan persyaratan pencairan/terminasi dana disesuaikan dengan kontrak.

3. Penggunaan dana Penelitian/pengabdian , berasal dari APBN (Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X tahun 2016) , penggunaan dana ini akan di audit . Pos‐pos pengeluaran diklasifikasi sesuai dengan ketentuan proposal yang meliputi:

	No
	Jenis Pengeluaran
	Jumlah

	1
	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem. Termasuk honorarium peneliti/pengabdi
	Maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan

	2
	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal
	Maksimum 60%

	3
	Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport
	Maksimum 40%

	4
	Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya
	Maksimum 40%


B. BUKTI PENGELUARAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Sesuai PMK 190/2012 pasal 51 menyebutkan bahwa Kuitansi atau Bukti Pembelian disahkan oleh PPK. Bukti Pembelian berupa nota, struk pembayaran dan sejenisnya. Pengeluaran   yang  tidak dapat dikuitansikan  dapat digabungkan/direkap dari beberapa bukti pengeluaran dalam jumlah sampai 1 Juta rupiah.
Kelengkapan administrasi sesuai dengan jenis-jenis pengeluarannya sbb:
1. Kelengkapan administrasi  pembayaran Honorarium, terdiri dari :

a. Kuitansi / daftar penerima honor (Contoh Kuitansi terlampir contoh 1dan 2)
b.  SSP pajak PPh ps 21
Dapat berupa kuitansi tiap penerima atau dalam bentuk daftar penerima honorarium. 

Di dalamnya tercantum nama penerima, honor bruto, PPh pasal 21 dan honor netto, serta tanda tangan penerima dan mengetahui/menyetujui ketua Peneliti.

Pemungutan dan penyetoran PPh pasal 21 atas penerima honorarium dilakukan oleh Peneliti koordinasi dengan Kantor Keuangan.

2. Pengeluaran berupa sewa ataupun pembelian

a. Jika Belanja s/d Rp. 1.000.000,- 

Kelengkapan administrasi : 

- Kuitansi, Bon/Nota 

- Materai 3000 (jika belanja > Rp. 250.000,- s/d Rp.1.000.000,

- Stampel toko 

- Nama jelas dan tanda tangan penerima
b. Jika belanja bahan yang bernilai > Rp.l.000.000,- s/d < Rp.50.000.000,- , 

Kelengkapan administrasi 
- Kuitansi (+ bea materai 6000) 
- Bon/Nota, No NPWP, PKP (Pengusaha Kena Pajak) 
- Stampel toko, Nama jelas & ttd penerima
c. Jika Belanja ( Rp.50.000.000,- (oleh Panitia/ULP)

Kelengkapan administrasi : 

- Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak (Keppres Nomor 70 Tahun 2012 - BA Pemeriksaan Barang 

- BA Serah Terima Barang 

- BA Pembayaran 

- Kuitansi/Faktur barang 

- Faktur Pajak 

- SSP PPn, PPh pasal 22 

- Nama jelas dan tanda tangan penerim a
MATERAI, Kuitansi pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai, tanggal pembelian,alamat lengkap dan tanda tangan penerima, serta diberi stempeltoko/tempat pembelian/sewa. Penggunaan Materai : 
· Pembelian barang/jasa sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai.
· Pembelian barang/jasa sewa: Rp 250.000,- dan < 1.000.000,-dibubuhi Meterai Rp. 3.000,-
· pembelian barang: > 1.000.000,- dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- dandikenakan PPN sebesar 10% (dilampiri SSP PPN; dan Faktur PajakStandar dari Toko).
· pengeluaran jasa sewa: > 1.000.000,- dibubuhi Meterai Rp. 6.000,-dan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 3% (dilampiri SSP PPh psl. 22dan Faktur Pajak Standar dari Toko).
TEMPAT Pembelian barang/jasa disarankan untuk menggunakan pengusaha yang  masuk PKP untuk memudahkan pengenaan pajak sesuai ketentuan pemberi dana. 

(terlampir Contoh III : Kuitansi belanja bahan )
3. Akomodasi Perjalanan Dinas /SPPD.

Mengacu pada PMK :113/PMK.05/2012tentang Perjalanan Dinas Dalam Negri , komponen Biaya Perjalanan dinas terdiri dari:

a) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal)

b) Biaya Transport luar kota. (tiket + boarding jika menggunakan pesawat Udara)

c) Biaya Penginapan/ Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku, jika tidak menggunakan penginapan, pelaksana tugas perjalanan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai standar tarif SBU, biaya tersebut dibayarkan secara lumpsum
d) Sewa Kendaraan Dinas (bila diperlukan) dipotong PPh Ps.23
KELENGKAPAN ADMINISTRASI / DOKUMEN SPJ PERJALANAN DINAS 

Sebagai akuntabilitas terhadap pembebanan biaya perjalanan,dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban: 

1. Kuitansi total (terlampir Contoh IV)
2. Rincian biaya perjalanan dinas (terlampir Contoh V )

3. Surat tugas 

4. Surat Perjalanan Dinas (SPD) sudah dilegalisasi 

5. Bukti kuitansi Hotel/penginapan 

6. Bukti-bukti lain (retribusi, airport tax, boarding pass/taxi /kendaraan dll) 

7. Bukti pengeluaran riil (terlampir Contoh VI)
